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BAGAAN|DP ‘

FUNGSI

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BKD
INSPEKTORAT UTAMA




Ruang Lingkup : Kesehatan, Ketenagakerjaan
Pasangan Kerja :

Kementerian Kesehatan

Kementerian Ketenagakerjaan

Badan Koordinasi Keluarga Berencana
Nasional

Badan Pengawas Obat dan Makanan
Badan Nasional Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI)

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Bidang Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Bidang Ketenagakerjaan
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DPR MEMEGAN (UA
MEMBENTUK UNDANG-UNDANG

Konstitusi : “Dewan Perwakilan Rakyat memegang
; kekuasaan membentuk undang-undang”.

“  Dewan Perwakilan Rakyat memiliki  fungsi
legislasi,fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan “.
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UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 69 : DPR
mempunyai fungsi: legislasi; anggaran; dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka
representasi rakyat, dan juga untuk mendukung upaya
Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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CLegisIasi anggarandan 4
pengawasanyangdijalankan

dalamkerangkarepresentasi eFungsilegislasi
rakyatdan membantu oF iA
pemerintahdalamdiplomasi Lies - nssaran

: ° i
luar negeri FungsiPengawasan

e Fungsi DPR

Prolegnas (RPIMN)-mengusulkan, membahas, persetujuan UU
Penetapan APBN— membahas dan menetapkan APBN
Pengawasan — UU, APBN, Kebijakan Pemerintah
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Proses Pembuatan Undang Undang
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PRESIDEN DPR R DPD

DUA TINGKAT PEMBICARAAN

r DISETUJUI DPR RI I

*

| DIMTANDATANGANI PRESIDEM I

I UNDANG UNDANG I

4/20/2017 Irtama Setjen DPRRI 7



»
»
T

>Juli-September »20 Mei — pertengahan Juli
fambat 6 bl setelan TA pembicaraan »RKP dan PPKF & KEM
berakhir Pendahuluan »Kebijakan Umum & Prioritas
»Disahkan 3 bl sejak audit PR

BPK

»LKPP : Neraca, Lap.A

Kas, CaLK

> Akhir Oktober

N UIE
»RUU APBN, NK, dokumen pendukung
»DPR dpt mengusulkan perubahan
»Persetujuan rinci : unit organisasi,

Prakiraan Perubahan APBN
vEk Makro >< asumsi
v'Perubahan Kebijakan fiskal
v'Pergeseran anggaran
v'SAL akan digunakan

Akhir Juli
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Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

dapat dilakukan melalui:

1. Pembahasan LKPP yang telah diaudit
BPK

2. Hasil pemeriksaan semester BPK

Tindak lanjut Hapsem BPK

4. Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan

b~

Fungsi
Pengawasan Tertentu (PDTT) BPK

DPR 5. Hasil Perngawasan DPD

6. Pengaduan Masyarakat

Kebijakan
Pemerintah

DPR memiliki Hak Interpelasi, Hak Angket,
dan hak Menyatakan Pendapat
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TERIMA KASIH

ittama.dpr.go.id
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